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Abstract

The intertwining relationship between Islamic Legal Sociology and Qawaid Fighiyyah is
pivotal as the dynamism of Islamic law, embodied in Figh, relies heavily on these legal
maxims. The general characteristics of Qawaid Fighiyyah play a crucial role in enabling
the applicability of Islamic law across diverse conditions and times. Despite the
immutable nature of Sharia, the interpretation of its principles can adapt to changing
times, facilitated by Qawaid Fighiyyah as a parameter in understanding the meanings
embedded in the Quran and Sunnah. Through a comprehensive literature review and
analysis of classical and contemporary sources, this study reveals the dynamic nature
of Figh and its responsiveness to societal changes, cultural shifts, and technological
advancements. The adaptability of Islamic law is thus intricately linked to Qawaid
Fighiyyah, ensuring its continued relevance in addressing contemporary legal issues
while preserving the eternal principles laid out in Sharia.

Keywords: Islamic Legal Sociology, Qawaid Fighiyyah, Figh, Sharia, legal maxims,
adaptability, interpretation, contemporary application, Quran, Sunnah, societal changes,
cultural shifts, technological advancements, Islamic jurisprudence.

Abstrak
Keterkaitan antara Sosiologi Hukum Islam dan Fighiyyah Qawaid sangatlah penting
karena dinamisme hukum Islam yang diwujudkan dalam Figh sangat bertumpu pada
kaidah-kaidah hukum tersebut. Karakteristik umum Qawaid Fighiyyah memainkan peran
penting dalam memungkinkan penerapan hukum Islam dalam berbagai kondisi dan
waktu. Meskipun sifat syariah tidak dapat diubah, namun penafsiran prinsip-prinsipnya
dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, difasilitasi oleh Qawaid Fighiyyah sebagai
parameter dalam memahami makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan
Sunnah. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif dan analisis sumber-sumber klasik
dan kontemporer, penelitian ini mengungkap sifat dinamis Figih dan daya tanggapnya
terhadap perubahan masyarakat, pergeseran budaya, dan kemajuan teknologi. Oleh
karena itu, kemampuan adaptasi hukum Islam terkait erat dengan Qawaid Fighiyyah,
sehingga memastikan relevansinya yang berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan
hukum kontemporer sambil menjaga prinsip-prinsip abadi yang tertuang dalam Syariah.

Kata kunci: Sosiologi Hukum Islam, Qawaid Fighiyyah, Figh, Syariah, kaidah hukum,

kemampuan beradaptasi, tafsir, penerapan kontemporer, Al-Quran, Sunnah, perubahan
masyarakat, pergeseran budaya, kemajuan teknologi, figih Islam.
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PENDAHULUAN

Pembahasan tentang qowaid
fighiyyah (kaidah-kaidah figh) adalah hal
yang paling utama dalam pengkajian
hukum Islam. Hal ini dikarenakan
penguasaan terhadap kaidah figh menjadi
benang merah terhadap masalah-masalah
figh yang disesuaikan dengan tempat,
waktu dan kebiasaan yang berlainan dalam
pengaplikasian hukum Islam, sehingga hal
tersebut menjadikan hukum Islam selalu
fleksibel dalam menanggapi isu-isu sosial,
ekonomi, politik, budaya dan hukum (Igbal,
2018).

Sosiologi Hukum Islam dan qowaid
fighiyyah mempunyai keterkaitan antara
satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan
kedinamisan hukum Islam yang
diwujudkan dalam figh amat bergantung
pada qowaéid fighiyyah, karakteristik
generalitas dari kaidah-kaidah tersebutlah
yang menjadikan hukum Islam dapat
diterapkan pada segala kondisi di setiap
waktu dan zaman.

Dari segi bentuk dan sumber
pengambilannya, kaidah fighi ada yang
bersifat manshdshah, ada yang bersifat
mustanbathah serta ada kaidah fighi yang
diambil dari perkataan sahabat dan tabi’in
(Wiryanto, 2019). Dalam tulisan sederhana
ini akan lebih menitik beratkan pada
pemaparan kaidah-kaidah fikih yang
dirumuskan berdasarkan penggalian dari
nash-nash yang jamak digunakan dalam
kajian sosiologi hukum Islam.

Dalam konteks kaidah-kaidah figh,
kondisi ideal yang tergambar seringkali
harus diadaptasi dengan kondisi realitas
masyarakat. Kaidah-kaidah  tersebut
memberikan pedoman ideal dalam
menanggapi berbagai masalah, namun
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Islam.

implementasinya harus
mempertimbangkan faktor-faktor sosial,
ekonomi, politik, dan budaya yang ada
dalam masyarakat.

Solusi yang dihasilkan dari
pengkajian kaidah-kaidah figh dalam
sosiologi hukum Islam dapat menjadi
landasan bagi penyelesaian berbagai
permasalahan hukum yang dihadapi
masyarakat. Hasil penelitian terdahulu
dapat memberikan kontribusi dalam
memahami bagaimana aplikasi kaidah-
kaidah figh dalam menyelesaikan konflik
dan permasalahan hukum di tengah
masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendalami pemahaman mengenai kaidah-
kaidah figh yang digunakan dalam konteks
sosiologi hukum Islam. Melalui penelitian
ini, diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam merumuskan solusi
hukum vyang relevan dengan kondisi
masyarakat saat ini, serta melengkapi hasil
penelitian terdahulu untuk memperkaya
wawasan dan aplikasi hukum Islam dalam
kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode
kajian kepustakaan (library research) yang
bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif
dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
mendalami dan memahami kaidah-kaidah
figh dalam konteks sosiologi hukum Islam,
bukan untuk menghasilkan data numerik.

Langkah awal penelitian melibatkan
identifikasi dan seleksi sumber-sumber
kitab figh yang relevan. Sumber-sumber ini
kemudian dianalisis secara mendalam
untuk mengekstrak berbagai pendapat dan
argumentasi para ulama, beserta dalil-dalil
yang mereka kemukakan terkait dengan
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kaidah-kaidah figh. Setelah itu, data yang
terkumpul diorganisir dan dianalisis untuk
memahami implikasi dan aplikasi kaidah-
kaidah figh dalam sosiologi hukum Islam.
Subjek penelitian ini adalah berbagai
kitab-kitab figh klasik dan tulisan-tulisan
relevan yang membahas kaidah-kaidah
figh dalam konteks sosiologi hukum Islam.

Para ulama dan penulis yang
mengemukakan pendapat dan
argumentasi dalam kitab-kitab tersebut

menjadi subjek analisis.

Teknik utama dalam penelitian ini
adalah analisis isi (content analysis).
Melalui teknik ini, pendapat-pendapat
ulama dan dalil-dalil yang dikutip dari kitab-
kitab figh diekstrak dan dianalisis untuk
memahami substansi kaidah-kaidah figh
yang dibahas. Instrumen utama yang
digunakan adalah catatan analisis yang
mencatat berbagai temuan dan pola-pola
dalam pemahaman kaidah-kaidah figh.

Data yang diperoleh dari kitab-kitab
figh dan tulisan-tulisan relevan dianalisis
secara kualitatif. Analisis isi melibatkan
proses ekstraksi, klasifikasi, dan
interpretasi  data untuk  memahami
berbagai perspektif ulama dan aplikasi
kaidah-kaidah figh dalam sosiologi hukum
Islam. Kesimpulan ditarik berdasarkan
sintesis dan pemahaman mendalam
terhadap temuan-temuan tersebut.

PEMBAHASAN
Defenisi dan Kegunaan Kaidah-kaidah
Fighi

Al-Qawa'id bentuk jamak dari kata
gaidah (kaidah). Ulama mengartikan
gaidah secara etimologis dan terminologis,
(lughatan wa istildhan). Dalam arti bahasa,
gaidah bermakna asas, dasar, atau
pondasi, baik dalam arti yang konkret
maupun yang abstrak, seperti kata-kata
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gawd'id al-bait, yang artinya pondasi
rumah, gawé’id al-din, artinya dasar-dasar
agama, qawa'id al-ilm, artinya kaidah-
kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-
Qur'an surat al-Bagarah ayat 127 dan surat
an-Nabhl ayat 26:

"Dan ingatlah ketika Ibrahim menlngglkan

dasar-dasar Baitullah bersama Ismail ..."
(QS. al-Bagarah: 127).

..... J&\j.aj\ ra?k..ﬁ B GG
“...Allah menghancurkan bangunan
mereka dari fondasi-fondasinya " (QS. an-
Nahl: 26).
Dari kedua ayat tersebut bisa

disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas
atau pondasi, tempat yang di atasnya
berdiri bangunan (Ali Ahmad Al-Nadwi,
1998). Pengertian kaidah semacam ini
terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain,
misalnya dalam ilmu nahwu/grammer
bahasa Arab, seperti mafdl itu manshib
dan f&'il itu marfd'. Dari sini ada unsur
penting dalam kaidah yaitu hal yang
bersifat kulli (menyeluruh, general) yang
mencakup seluruh  bagian-bagiannya.
Dengan demikian, al- Qawé'id al-Fighiyah
(kaidah-kaidah fikin) secara etimologis
adalah dasar-dasar atau asas-asas yang
bertalian dengan masalah-masalah atau
jenis-jenis fikih (A. Rahinan, 1996).

Ulama  berbeda  mendefinisikan
kaidah fikih secara istilah. Ada yang
meluaskannya dan ada yang
mempersempitnya Akan tetapi,
substansinya tetap sama. Sebagai contoh,
Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan
kaidah dengan:

Aty o U as @) olgd) s deses
Lerot
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"Kumpulan hukum-hukum yang serupa
yang kembali kepada qgiyas/ analogi yang
mengumpulkannya.” (Abu Zahrah, tt))

Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan
kaidah fikih dengan:

Bl e e dilaie 30575, 28
"Ketetapan yang kulli (menyeluruh,
general) yang mencakup seluruh bagian-
bagiannya“ (Al-Jurjani, 1983)
Imam Tajjuddin al-Subki (w.771 H)
mendefinisikan kaidah dengan :

e S Ol e gby @l IS A
Lgws LealSd
‘Kaidah adalah sesuatu yang bersifat
general yang meliputi bagian yang banyak
sekali, yang bisa dipahami hukum bagian
tersebut dengan kaidah tadi" (al-Subki, tt)
Bahkan Ibnu Abidin (w. 1252 H)
dalam mugaddimahnya, dan Ibnu Nuzaim
(w. 970 H) dalam kitab al-asybah wa al-

nazhéir dengan singkat mengatakan
bahwa kaidah itu adalah:

Leale a1 139 Ll 55 gl delsdll 36,00
“Sesuatu yang dikembalikan kepadanya
hukum dan dirinci dari padanya hukum”
(Nuzaim, 1983)

Sedangkan al-Suyuthi
kitabnya  al-asybah  wa
mendefinisikan kaidah dengan,

Sl e Gy IS S
“‘Hukum kulli (menyeluruh, general) yang
meliputi bagian-bagiannya” (al-Suyuthi,
1979)

Dari definisi-definisi tersebut, jelas
bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang
meliputi bagian-bagiannya dalarn arti bisa
diterapkan kepada juz'iyatnya (bagian-
bagiannya).

Dengan demikian di dalam hukum
Islam ada dua macam kaidah, vyaitu:

di dalam
al-nazhair
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pertama, kaidah-kaidah  ushul figh,
ditemukan di dalam kitab-kitab ushul figh,
yang digunakan untuk mengeluarkan
hukum (takhrij al-ahkdm) dari sumbernya,
al-Qur'an dan/atau Al-Hadis. Kedua,
kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah
yang disimpulkan secara general dari
materi fikih dan digunakan untuk
menentukan hukum dari kasus-kasus baru
yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di
dalam nash.

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah
ushul figh maupun kaidah- kaidah fikih,
bisa disebut sebagai metodologi hukum
Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul
sering digunakan di dalam takhrij al-
ahkdm, yaitu mengeluarkan hukum dari
dalil-daliinya (Al-Qur'an dan Sunnah).
Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering
digunakan di dalam tathbiq al-ahkém, yaitu
penerapan hukum atas kasus-kasus yang
timbul dalam kehidupan manusia. Dari Sisi
ini tidaklah heran apabila kekhalifahan
Turki Usmani antara tahun 1869-1878
mengeluarkan  undang-undang yang
disebut Majalah al-Ahkédm al-‘Adliyah yang
merupakan penerapan hukum Islam
dengan menggunakan 99 kaidah fikih di
bidang muamalah, dengan 1851 pasal (Ali
Haidar, 1991). Berbagai ungkapan para
ulama tentang kepentingan dan manfaat
dari kaidah-kaidah fikih ini, antara lain:

"Dengan kaidah-kaidah fikih kita tahu
hakikat dari fikih, objek bahasan fikih, cara
pengambilan fikih dan rahasia-rahasia
fikih, menjadi terampil di dalam memahami
fikih dan menghadirkan fikih" (al-Suyuthi,
1979).

"Sesungguhnya kaidah-kaidah fikih
itu  menggambarkan nilai-nilai  fikih,
kebaikan dan keutamaan serta intinya. Dari
bentuk dan uraian tentang kaidah fikih
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menampakkan pola pikir fikih Islam yang
sangat luas dan mendalam dan tampak
pula kekuatan filosofinya yang rasional
serta kemampuannya di dalam
mengumpulkan fikih dan
mengembalikannya kepada akarnya (al-
Ruki, 1998). al-Shiddieqy (1963)
menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli
hukum Islam) diukur dengan dalam dan
dangkalnya dalam kaidah fikih ini, karena
di dalam kaidah fikih terkandung rahasia
dan hikrnah-hikmah fikih. Dari uraian di
atas bisa disimpulkan kegunaan kaidah-
kaidah fikih antara lain: 1) Dengan
mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan
mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab,
kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan
maateri  fikih yang banyak sekali
jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fikih kita
mengetahui benang merah yang mewarnai
fikin dan menjadi titik temu dari masalah-
masalah fikih; 2) Dengan memerhatikan
kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah
menetapkan  hukum bagi masalah-
masalah yang dihadapi, yaitu dengan
memasukkan masalah tadi atau
menggolongkannya kepada salah satu
kaidah fikin yang ada; 3) Dengan kaidah
fikih akan lebih arif di dalam menerapkan
fikih dalam waktu dan tempat yang
berbeda untuk keadaan dan adat
kebiasaan yang berlainan; 4) Dengan
menguasai kaidah-kaidah fikih, bisa
memberikan jalan keluar dari berbagai
perbedaan pendapat di kalangan ulama,
atau setidaknya menguatkan pendapat
yang lebih mendekati kepada kaidah-
kaidah fikih; 5) Orang yang mengetahui
kaidah-kaidah fikih akan mengetahui
rahasia-rahasia dan semangat hukum-
hukum Islam (rdh al-hukm) yang tersimpul
di dalam kaidah-kaidah fikih; dan 6) Orang
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yang menguasai kaidah-kaidah fikih di
samping kaidah-kaidah ushul, akan
memiliki keluasan ilmu, dan hasil ijtihadnya
akan lebih mendekati kepada kebenaran,
kebaikan, dan keindahan.

Proses Pembentukan Kaidah Fighi

Sulit diketahui siapa pembentuk
pertama kaidah fikih, yang jelas dengan
meneliti kitab-kitab kaidah fikih dan masa
hidup penyusunnya, ternyata kaidah fikih
tidak terbentuk sekaligus, tetapi terbentuk
secara bertahap dalam proses sejarah
hukum Islam.

Walaupun demikian, di kalangan
ulama di bidang kaidah fikih, menyebutkan
bahwa Abu Thabhir al-Dibasi, hidup di akhir
abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah,
telah mengumpulkan kaidah fikih mazhab
Hanafi sebanyak 17 kaidah. Abu Thahir
selalu mengulang-ulang kaidah tersebut di
masjid, setelah jamaah pulang ke
rumahnya masing-masing.

Kemudian Abu Sa'id al-Harawi,
seorang ulama mazhab Syafi'i
mengunjungi Abu Thahir dan mencatat
kaidah fikih yang dihafalkan oleh Abu
Thahir. Di antara kaidah tersebut adalah
lima kaidah tersebut di atas (al-Zarga,
2001). Setelah kurang lebih seratus tahun
kemudian, datang ulama besar Imam Abu
Hasan al -Karkhi, yang kemudian
menambah kaidah fikih dari Abu Thahir
menjadi 37 kaidah.

Dari paparan di atas, jelaslah bahwa
kaidah-kaidah fikih muncul pada akhir abad
ke-3 Hijriyah. Seperti diketahui dari
perkembangan ilmu Islam, bahwa kitab-
kitab tafsir, hadis, ushul figh dan kitab-kitab
fikih pada masa itu telah dibukukan.
Dengan demikian materi tentang tafsir,
hadis, dan fikih telah cukup banyak.
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Djazuli (2005) menyebutkan, bahwa
proses pembentukan kaidah fikih adalah
sebagai berikut:

Ushul
Figih
(2)

Kaidah
Fiqih
4)

Al-Quran
Al-Hadis
(1

Figih
3)

—» —

Kaidah
Figih
6)

o

Figih

— ©)

Qanun

@®

Pengujian Kaidah (5)

li

() Sumber hukum Islam: Al-Qur'an
dan Hadis; (2) kemudian muncul ushul figh
sebagai metodologi dalam penarikan
hukum (istinbath al-ahkém). Dengan
metodologi ushul figh yang menggunakan
pola pikir deduktif menghasilkan fikih; (3)
Fikih ini banyak materinya. Dari materi fikih
yang banyak itu kemudian oleh ulama
diteliti persamaannya dengan
menggunakan pola pikir induktif, kemudian
dikelompokkan, dan tiap-tiap kelompok
merupakan kumpulan dari masalah-
masalah yang serupa, akhirnya
disimpulkan menjadi kaidah-kaidah fikih;
(4) Selanjutnya kaidah-kaidah tadi dikritisi
kembali dengan menggunakan banyak
ayat dan banyak hadis, terutama untuk
dinilai kesesuaiannya dengan substansi
ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi; (5)
Apabila sudah dianggap sesuai dengan
ayat Al-Qur'an dan banyak hadis nabi, baru
kaidah fikih tadi menjadi kaidah fikih yang
mapan; (6) Apabila sudah menjadi kaidah
yang mapan/akurat, ulama fikih
menggunakan kaidah tadi untuk menjawab
tantangan perkembangan masyarakat,
baik di bidang sosial, ekonomi, politik, dan
budaya, akhirnya memunculkan fikih-fikih
(7) oleh karena itu tidaklah heran apabila
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ulama memberi fatwa praktis selalu
menggunakan kaidah-kaidah fikih.

Dengan menggunakan proses seperti
digambarkan di atas kemudian muncul
kitab-kitab kaidah-kaidah fikih di berbagai
mazhab di dalam Islam. Oleh karena fikih
tumbuh lebih dahulu dari kaidah-kaidah
fikih, sering ditemukan kaidah-kaidah itu
ada dalam kitab fikih ulama tersebut.
Urgensi Kaidah Fighi Al-Mustanbathah

Kaidah mustanbathah adalah kaidah-
kaidah fighi yang diekstrapolasi dari
cabang-cabang fikih. Berikut akan
dipaparkan beberapa kaidah yang lazim

dipakai dalam kajian sosiologi hukum
Islam.
Pertama,

S 51 Y

“Tidak boleh mendahulukan orang lain
dalam hal ibadah”

Kaidah di atas mengandung
pengertian bahwa mendahulukan orang
lain adalah sunnah, kecuali dalam perkani
ibadah dan ketaatan seperti shalat, puasa
dan zakat, karena hal ini adalah hak Allah
SWT. Kaidah ini diambil dari Surah al-
Bagarah ayat 148 Suarah al-Muthaffifin
ayat 26:

5 b o SRR AT Gl 5 x5

\sAﬂgsgég&:)fg&aﬁx u\wm;iub
“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya
(sendiri) yang ia menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah (dalam
membuat) kebaikan. Di mana saja kamu
berada pasti Allah akan mengumpulkan
kamu sekalian (pada hari kiamat).
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu”

[

AT A
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Y1 Ostuaiiall Ul B3 35 ez Al
“Laknya adalah kesturi; dan untuk yang
demikian itu hendaknya orang berlomba-
lomba”

Kedua,
£A01 sLadl i A by il 3 Y
‘Hukum asal dalam hal-hal yang

bermanfaat adalah boleh, dan hukum asal
dalam hal-hal yang berbahaya adalah
haram”

Kaidah ini diambil dengan
mendasarkan kepada Surah al-A’raf ayat
157:

‘Dan menghalalkan bagi mereka segala
yang baik dan mengharamkan bagi mereka
segala yang buruk”

Ketiga,

fed) JZ R

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”
Kaidah ini dibuat oleh para fugaha
dengan mendasarkan kepada banyak ayat
dalam al-Quran, antara lain misalnya
Surah al-Bagarah ayat 185, 286, dan al-

Maidah ayat 6:

Al 6 S ¥ X T Ay
“Allah menghendaki kemudahan bagimu,
dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Slaals Yl i 4T LI Y

‘Allah  tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”

o oS el BT A s

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu”

Keempat,

136

Yy [aid VSl
“Suatu ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh
ijtihad yang lain”

Kaidah ini bermakna bahwa jika
seorang hakim telah memutuskan perkara
kemudian di lain kesempatan ada hakim
lain yang juga menangani kasus yang
sama tetapi menetapkan hukum yang
berbeda, maka hukum yang pertama tidak
bisa dihapuskan dengan adanya hukum
yang kedua.

Kaidah ini berdasarkan hadis yang
diriwayatkan dari Amr bin Ash:
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“Telah  menceritakan  kepada  kami
Abdullah bin Yazid al-Mugri' al-Makki telah
menceritakan kepada kami Haiwa bin
Syuraih telah menceritakan kepadaku
Yazid bin Abdullah bin al-Had dari
Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits dari
Busr bin Sa’id dari Abu Qais budak Amru
bin ‘Ash, dari Amru bin ‘Ash ia mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Jika seorang hakim mengadili
dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar,
maka ia mendapat dua pahala, dan jika
seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya
salah (meleset), baginya satu pahala’.
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Kata ‘Amru, “Maka aku ceritakan hadis ini
kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan
ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin
Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari
Abu Hurairah. Dan Abdul Aziz bin al-
Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari
Abu Salamah dari Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam semisalnya”

Hadits ini menunjukkan bahwa ketika
seorang hakim telah melakukan ijtihad
dalam menetapkan hukum maka salah
ataupun benar akan tetap diberi pahala.
Oleh karena itu kebenaran bukanlah pada
derajat kemampuan seorang hakim untuk
mengetahui kepastian kebenarannya, jadi
jtihad  tersebut relatif kebenarannya
sehingga ijtihad yang satu tidak bisa
menghapus ijtihad yang lain.

Ada juga hadits dari Muadz yang
terkait dengan  bagaimana  beliau
memutuskan hukum, yang menunjukkan
bahwa ijtihad tersebut tabiatnya adalah
berubah, juga ada atsar dari Umar yang
memutuskan satu permasalahan dengan
dua keputusan yang berbeda yang
menunjukkan bahwa ijtihad tersebut
tabiatnya adalah bisa berubah.

Kaidah di atas mempunyai banyak
cabang (furu’), diantaranya jika seseorang
berijtihad dalam menentukan arah kiblat
dan shalat berdasarkan hasil ijtihad
tersebut, kemudian pada shalat pada
waktu yang lain dengan hasil ijtihad yang
berbeda, maka ia tidak perlu mengulang
shalat yang pertama. Cabang lainnya jika
seorang hakim berijtihad dan memutuskan
hukum pada satu kesempatan kemudian
berubah pada kesempatan yang lain, maka
tidak berarti ijtihad pertama batal.

Kelima,
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AN AN RS
‘Syarat yang batil tidak memberikan
pengaruh kepada sahnya akad”

Kaidah ini bermakna bahwa jika
transaksi telah mencukupi seluruh syarat
dan rukun yang ditetapkan maka jika satu
pihak memberikan syarat yang tidak
dibenarkan syariat maka itu tidaklah
mempengaruhi sahnya akad.
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“Bercerita kapada kami Ali bun Abdillah,
bercerita kepada kami Yahya dari ‘Amrah
dari Aisyah r.a. ia berkata, “Barirah datang
kepada Aisyah dan meminta tolong dalam
masalah pembebasannya dirinya. Aisyah
lalu berkata, ‘Jika engkau mau, aku
berikan tebusan kepada tuanmu dan
wala>" adalah milikku. Ketika Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam datang, aku
sampaikan hal itu kepadanya lalu
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Belilah dia dan merdekakan
karna wala>’ itu adalah bagi orang yang
memerdekakan”. Rasulullah  kemudian
berdiri di atas mimbar dan bersaabda,
‘Kenapa suatu kaum membuat
persyaratan dengan syarat-syarat yang
tidak ada pada Kitabullah. Barangsiapa
membuat syarat yang tidak ada pada
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Kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun
dia membuat persyaratan seratus kali”

Selain hadis di atas, kaidah tersebut
juga didasarkan kepada hadis riwayat
Imam Tirmizi:
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“Bercerita kepada kami al-Hasan bin Ali, ia
berkata, “Bercerita kepada kami Abu Amir
al-‘Aqadi, ia berkata, “Bercerita kepada
kami Kasir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-
Muzani dari ayahnya dari kakeknya, bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda, “Perdamaian itu boleh antara
kaum muslimin kecuali perdamaian yang
mengharamkan sesuatu yang halal atau
perdamaian yang menghalalkan sesuatu
yang haram. Orang-orang Islam itu terikat
dengan persyaratan yang mereka
sepakati, kecuali persyaratan yang
mengharamkan sesuatu yang halal atau
persyaratan yang menghalalkan sesuatu
yang haram.” Imam al-Tirmizi berkata, “Ini
adalah hadis hasan sahih”

Cabang-cabang dari kaidah ini
adalah dasar orang yang diberi titipan
adalah penjaga. Jika hilang di tangannya
atas keterpaksaan, maka ia tidak
bertanggung jawab menggantinya. Jika
seorang perempuan mensyaratkan untuk
menikah dengannya agar tidak pergi dari
kampungnya maka syarat tersebut adalah
batal dan nikahnya adalah sah.
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Keenam,

Bplis 534Y)

“Setiap perkara tergantung kepada

niatnya”
oily Y O Y
“Tidak ada pahala kecuali dengan niat”
360 LU Y gadlls atiall 53820 3 &

‘Dalam suatu akad, yang dipentingkan

adalah tujuan dan makna dari akad
tersebut bukan pada redaksi dan
bangunan dari akad itu”

Kaidah-kaidah di atas dibentuk

berdasarkan hadis tentang niat yang
sangat terkenal, yaitu:
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“Telah menceritakan kepada kami al-
Humaidi Abdullah bin al-Zubair dia berkata,
“Telah menceritakan kepada kami Sufyan
yang berkata, “Telah menceritakan kepada
kami Yahya bin Sa’id al-Anshari berkata,
“Telah  mengabarkan kepada  kami
Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, bahwa
dia pernah mendengar Algamah bin
Waqqgash al-Laitsi berkata, “Saya pernah
mendengar Umar bin al-Khaththab di atas
mimbar berkata, “Saya mendengar
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam

bersabda, “Semua perbuatan tergantung
niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang
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(tergantung) apa yang diniatkan.
Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia
yang ingin digapainya atau karena seorang
perempuan yang ingin dinikahinya, maka
hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan”

Ketujuh,
asliadly byl e e Dl
“Mengatur masyarakat harus

memperhatikan kemaslahatan”
Kaidah ini adalah gambaran umum
tentang aturan administrasi publik, siyasah

syariiyyah  bagi pemerintah  dalam
mengatur rakyatnya. Pemerintah
hendaknya  memperhatikan  maslahat

bersama dan bertujuan untuk kebaikan.
Kaidah ini diambil dari hadis:
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“Bercerita kepada kami Syaiban bin

Farrukh, bercerita kepada kami Abu al-
Asyhab dari al-Hasan, ia berlata, “Ubaidilla
bin Ziyad Ma’qil bin Yasar al-Muzanni telah
kembali dari sakit yang meneyebabkan ia
meninggal dunia. Ma’qil berkata, “Aku akan
membacakan sebuah hadis yang aku

dengan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi

wa sallam bersabda, ‘Tidaklah seorang
pemimpin yang memimpin rakyatnya dari
kaum muslimin kemudian ia mati dalam
keadaan berbuat aniaya kepada mereka
kecuali Allah SWT akan haramkan surga
baginya”
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Cabang-cabang kaidah ini, tidak hak
bagi pemerintah untuk memberikan maaf
terhadap hukuman hudud, tidak halal bagi
seorang imam memberikan toleransi bagi
kegiatan maksiat.

KESIMPULAN

Kaidah figih memiliki arti penting dan
posisi yang tinggi dalam Sosiologi hukum
Islam. Di antara kegunaannya sebagai
berikut: 1) Sebagai pedoman berbagai
kasus hukum, mempermudah mengetahui
hukum dari suatu kasus dan mudah
mengingatnya; 2) Mengetahui kaidah figih
menjadikan orang yang mengkajinya
mengetahui rahasia syariat, konsep hukum
dan sumber pengambilan berbagai
permasalahan hukum; 3) Memahami
kaidah figih dapat menentukan
pemahaman berbagai persoalan sekaligus
dapat mendatangkan hukumnya; 4)
Mengembangkan penguasaan terhadap
figih, karena dengan kaidah figih
seseorang akan mampu mengkiaskan
(ilhaq) persoalan-persoalan dalam ruang
lingkup tertentu; dan 5) Mengkaji kasus
hukum tertentu tanpa kaidah bisa
menyebabkan kehilangan konsep, namun
apabila mengkaji dengan kaidah akan bisa
kaya konsep.
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